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PEDOMAN TRANSLITERASI 

KEPUTUSAN BERSAMA  

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah 

penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta 

perangkatnya.  

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan 

tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya 

dengan huruf latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج
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 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di` ع

atas) 

 Gain G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q ki ق

 Kaf K ka ك

 Lam L el ل

 Mim M em م

 Nun N en ن
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 Wau W we و

 Ha H ha ھ

 Hamzah ‘ apostrof ء

 Ya Y ye ي

 

B. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A a ـَ

 Kasrah I i ـِ

 Dammah U u ـُ

 

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan u يْ.َ..

 Fathah dan وْ.َ..

wau 

au a dan u  

 



viii 

 

Contoh: 

 kataba  كَتبََ  -

 fa`ala  فعََلَ  -

 suila  سُئِلَ  -

 kaifa  كَيْفَ  -

 haula حَوْلَ  -

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Fathah dan alif ا.َ..ى.َ..

atau ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ى.ِ..

 Dammah dan wau ū u dan garis di atas و.ُ..

Contoh: 

 qāla  قَالَ  -

 ramā  رَمَى -

 qīla  قيِْلَ  -

 yaqūlu  يقَوُْلُ  -

D. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1. Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, 

kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”; 

2. Ta’ marbutah mati yang mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah “h”.\; 

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata 

itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan 

“h”. 
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Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl    رَؤْضَةُ الأطَْفَالِ  -

رَةُ  - الْمُنوََّ  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul     الْمَدِيْنَةُ 

munawwarah 

 talhah           طَلْحَةْ  -

E. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, 

ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

لَ  -  nazzala    نَزَّ

 al-birr    البِر   -

F. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang 

itu dibedakan atas: 

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang itu; 

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan 

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 

sesuai dengan bunyinya. 

 Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, 

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلُ  -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu الشَّمْسُ  -

 al-jalālu الْجَلاَلُ  -
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G. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu 

hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 

Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذُ  -

 syai’un شَيئ   -

 an-nau’u النَّوْءُ  -

 inna إِنَّ  -

H. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf 

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada 

huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

ازِقيِْنَ  -  /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وَ إِنَّ اللهَ فهَُوَ خَيْرُ الرَّ

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 

 Bismillāhi majrehā wa mursāhā بسِْمِ اللهِ مَجْرَاھَا وَ مُرْسَاھَا  -

I. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak 

dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. 

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di 

antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal 

nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

ِ الْعَالمَِيْنَ  -  /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn  الْحَمْدُ للهِ رَب 

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

حِيْمِ  - حْمنِ الرَّ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّ
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku 

bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau 

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm اللهُ غَفوُْر  رَحِيْم   -

ِ الأمُُوْرُ جَمِيْعًا  -  Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an لِِل 

J. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini 

perlu disertai dengan pedoman tajwid.  
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MOTTO 

MAN JADDA WAJADA 

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil) 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai 

(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), 

dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 

(QS. al-Insyiroh (94): 5-8)  
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ABSTRAK 

Aulia. Ilma 2025. Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang 

Baik Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten 

Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas 

Syariahuniversitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Pembimbing Syarifah Khasna, M.Si. 

Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan harus 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan. Serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang 

baik (AUPB). Namun dalam pelaksanaannya Disdukcapil Kab. 

Pekalongan masih ada permasalahan mengenai pelayanan administrasi 

kependudukan. Permasalahan yang terjadi yakni kesalahan dalam 

penulisan nama dalam data kependudukan, ketepatan waktu, serta cara 

pelayanan yang kurang baik. Sehingga perlu penegakan dan akibat 

hukum tidak dilaksakannya AUPB dalam pelayanan administrasi 

kependudukan pada Disdukcapil Kab. Pekalongan. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis penegakan dan tidak dilaksakannya AUPB 

dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Disdukcapil Kab. 

Pekalongan. Penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu hukum 

administrasi negara, terkait AUPB dalam pelayanan adminduk. Sehingga 

akan membangun teoritis secara akademis. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis yang 

digunakan adalah teknik interaktif. Teknik interaktif meliputi mereduksi 

informasi, menyajikan informasi, serta menarik kesimpulan. 

Penegakan AUPB dalam pelayanan administrasi kependudukan 

di Disdukcapil Kabupaten Pekalongan belum optimal. Beberapa asas 

yang belum terpenuhi antara lain asas kecermatan karena kesalahan 

penulisan data, asas keterbukaan kurangnya informasi dan bahasa yang 

sulit dipahami, serta asas pelayanan yang baik petugas kurang responsif 

dan tidak ramah. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum, kurangnya 

transparansi, dan menurunnya kepercayaan serta kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan Disdukcapil. 

Kata Kunci: AUPB, Administrasi Kependudukan, Disdukcapil 
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ABSTRACT 

Aulia. Ilma 2025. Implementationt of General Principles of Good 

Governance in Population Administration in the Pekalongan Regency. 

Thesis State Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman 

Wahid State Islamic University of Pekalongan. Supervisor Syarifah 

Khasna, M.Si.  

The implementation of population administration services must 

be based on laws and regulations. According to Law of the Republic of 

Indonesia Number 30 of 2014 concerning Government Administration. 

And in accordance with the general principles of good governance 

(AUPB). However, in its implementation, the Population and Civil 

Registry Office of Pekalongan Regency still has problems regarding 

population administration services. The problems that occur are errors 

in writing names in population data, punctuality, and poor service 

methods. So it is necessary to enforce and have legal consequences for 

not implementing AUPB in population administration services at the 

Population and Civil Registry Office of Pekalongan Regency. This study 

aims to analyze the enforcement and non-implementation of AUPB in 

population administration services at the Population and Civil Registry 

Office of Pekalongan Regency. This study is useful for the development 

of state administrative law, related to AUPB in population 

administration services. So that it will build theoretically academically. 

The research method used is empirical juridical using a 

qualitative approach. The analysis technique used is an interactive 

technique. Interactive techniques include reducing information, 

presenting information, and drawing conclusions. 

Enforcement of AUPB in population administration services at 

the Pekalongan Regency Population and Civil Registry Office has not 

been optimal. Several principles that have not been met include the 

principle of accuracy due to errors in writing data, the principle of 

openness due to lack of information and difficult to understand language, 

and the principle of good service where officers are less responsive and 

unfriendly. As a result, there is legal uncertainty, lack of transparency, 

and decreased public trust and satisfaction with Disdukcapil services. 

Keywords: AUPB, Population Administration, Disdukcapil 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan Publik adalah 

kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 

Berdasarkan pengertian di atas, pelayanan publik sangat penting 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta dengan adanya pelayanan 

publik menjamin perlindungan hak-hak bagi warga negara dan 

menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Macam-macam 

pelayanan publik yaitu pelayanan barang, pelayanan jasa, dan 

pelayanan administrasi. 

Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat penting adalah 

administrasi kependudukan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 

Kependudukan, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian 

kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data 

kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta 

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan 

sektor lain.2 Pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Pelayanan 

administrasi dibagi menjadi dua yaitu pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk terdiri atas pencatatan biodata 

penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTP-el, penerbitan KIA, 

penerbitan surat keterangan kependudukan, pendataan penduduk 

 
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik, “No Title,” 2009. 
2 Undang-undang Dasar Negara et al., “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

Tentang Administrasi Kependudukan” (2013). 
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rentan administrasi kependudukan. Sedangkan pencatatan sipil terdiri 

dari kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, 

perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, 

pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status 

kewarganegaraan, pembetulan akta, pembatalan akta, dan peristiwa 

penting lainnya. 

Selanjutnya dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kependudukan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 

Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP). 

Dalam Pasal 10 Ayat (1) merinci jenis-jenis asas-asas umum 

pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AUPB) yang terdiri dari 

kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakkan, kecermatan, 

tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan 

umum, pelayanan yang baik.3 AUPB adalah asas yang dijadikan 

sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik. Sehingga penyelenggaraan pemerintah menjadi baik, 

sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman pelanggaran 

peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, serta tindakan 

sewenang-wenang.4 Sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai 

dengan AUPB, serta standar operasional pelayanan (selanjutnya 

disebut SOP). 

Namun dalam pelaksanaannya Dinas Kependuduksan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan masih ada permasalahan 

mengenai pelayanan administrasi kependudukan. Permasalahan yang 

terjadi salah satunya yakni kesalahan dalam penulisan nama dalam 

data kependudukan. Seperti yang didapat dari pelayanan administrasi 

kependudukan kesalahan dalam penulisan nama yang terjadi antara 

lain kesalahan dalam penulisan nama ibu pada akta kelahiran serta 

penulisan nama pada kartu keluarga yang berbeda dengan akta 

 
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan 
4 Ridwan HR,”Hukum Administrasi Negara”, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2006), Hal. 228 
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kelahiran5. Kesalahan tersebut terjadi dalam verifikasi berkas dan 

input database dari kecamatan dan kurang ketelitian juga dalam 

verifikasi dan validasi di dukcapil. Sehingga dari permasalahan 

tersebut melanggar asas kecermatan dan asas kepastian hukum dalam 

AUPB. 

 Permasalahan yang lainnya yaitu mengenai ketepatan waktu, 

dimana proses perubahan data KTP dan pembuat kartu keluarga (KK) 

menghabiskan waktu berminggu-minggu. Seperti yang dialami oleh 

seorang warga berinisial K dari Kecamatan Wiradesa, mengeluhkan 

proses perubahan data KTP dan pembuatan KK yang menghabiskan 

waktu satu minggu serta tidak ada kejelasan dari petugas.6 Selain itu 

juga ada keluhan dari warga masyarakat lain yang mengkritik 

ketepatan waktu,7 dimana dalam mengurus perubahan data 

kependudukan juga menghabiskan waktu satu minggu. SOP dalam 

penerbitan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), dan kartu identitas 

anak (KIA) membutuhkan 115 menit atau maksimal 2 hari kerja.8 

Sementara dalam proses pembuatan dan perubahan data pada KTP-

EL membutuhkan waktu maksimal 3 hari kerja.9 Sehingga 

permasalahan yang terjadi kali ini melanggar asas keterbukaan dan 

asas kepastian hukum. 

Selanjutnya permasalahan lainnya yaitu cara pelayanan yang 

kurang baik, seperti yang dialami IA mengeluhkan pelayanan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan 

kurang tanggap dan kurang responsive kepada masyarakat, sehingga 

 
5 Rohma, diwawancarai oleh Ilma Aulia, Rumah Paten Kecamatan Bojong, 23 

Februari 2024. 
6https://laporgub.jatengprov.go.id/jelajah?search=KELUHAN%20PELAYAN

AN%20DUKCAPIL&sort=asc&regency=3326  
7 https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGWA26088449.html diakses 14 

April 2024 
8 https://disdukcapil.pekalongankab.go.id/ diakses 29 Juli 2024 
9 Dispendukcapil, “Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pekalongan Nomor 470/654 2021 Tentang Penepatan Standar 

Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan,” 

Dinas Kependudukan & Pencatatan Spiel DKI Jakarta 2020, no. 1 (2021): 55770275, 

http://kependudukancapil.jakarta.go.id/pages/?page=index&a=9&b=27&periode=201

8. 

https://laporgub.jatengprov.go.id/jelajah?search=KELUHAN%20PELAYANAN%20DUKCAPIL&sort=asc&regency=3326
https://laporgub.jatengprov.go.id/jelajah?search=KELUHAN%20PELAYANAN%20DUKCAPIL&sort=asc&regency=3326
https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGWA26088449.html
https://disdukcapil.pekalongankab.go.id/
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terjadi loket kosong terlalu lama, sehingga membuat antrian menjadi 

Panjang.10 Selain itu juga ada keluhan dari masyarakat lainnya yang 

mengeluhkan cara pelayanan yang kurang baik dan lain sebagainnya 

yang jauh dari pelayanan yang ideal sesuai dengan AUPB. Sehingga 

permasalahan tersebut melanggar asas pelayanan yang baik. 

Permasalahan-permasalahan tersebut belum melaksanakan beberapa 

asas AUPB yakni dalam asas kepastian hukum, kercermatan, 

keterbukaan, dan pelayanan yang baik.    

Jika ditarik kontek pada pelayanan administrasi kependudukan 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. 

Maka timbul masalah mengenai asas-asas umum pemerintahan yang 

baik dalam pelayanan administrasi kependudukan pada dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pekalongan. Pelayanan 

administrasi kependudukan harus benar dan sesuai dengan peraturan 

perundangan-undangan yang menjadi dasar dalam 

penyelenggaraannya. Inilah yang sebenarnya yang menarik untuk 

ditelusuri secara mendalam mengenai hal tersebut terjadi. Sehingga 

penulis tertarik untuk membahas tentang “penegakan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan 

pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten 

pekalongan”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik 

dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten 

Pekalongan? 

2. Bagaimana akibat hukum tidak dilaksanakannya asas-asas umum 

pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi 

kependudukan di Kabupaten Pekalongan? 

C. Tujuan Masalah 

1. Menganalisis penegakan asas-asas umum pemerintahan yang baik 

dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten 

Pekalongan. 

 
10 “IA, Diwawancarai Oleh Ilma Aulia, Di Disdukcapil Kab. Pekalongan Pada 

23 Oktober 2024,” n.d. 
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2. Menganalisis akibat hukum tidak dilaksanakannya asas-asas 

umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi 

kependudukan di Kabupaten Pekalongan. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil riset ini diharapkan dapat pengembangan ilmu hukum 

tatanegara khususnya dalam bidang ilmu hukum administrasi 

negara, terkait asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam 

pelayanan administrasi kependudukan. Sehingga akan 

membangun teoritis yang dapat dikembangan secara akademis. 

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan masukkan 

pembentukan kebijakan hukum administrasi negara serta bahan 

bacaan bagi para pihak yang ingin mengetahui tentang asas-asas 

umum pemerintahan yang baik serta administrasi kependudukan. 

E. Kerangka Teori 

1. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, dalam Pasal 1 Ayat (17), menyatakan Asas-asas 

Umum Pemerintahan yang Baik selanjutnya disingkat AUPB 

adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan 

Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan 

Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan.11 Sedangkan menurut Jazim Hamidi, AUPB 

merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam 

lingkungan hukum administrasi negara. 

AUPB termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana AUPB harus 

mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, serta 

birokrasi yang semakin baik. Sehingga dalam Pasal 10 ayat (1) 

 
11 “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah” (2014). 
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku 

dalam administrasi kependudukan. Asas-asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik meliputi atas: 

a. Kepastian hukum; 

b. Kemanfaatan; 

c. Ketidakberpihakan; 

d. Kecermatan; 

e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; 

f. Keterbukaan; 

g. Kepentingan umum; dan pelayanan yang baik. 

2. Pelayanan Publik 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, dalam Pasal 1 Ayat (1) menyatakan Pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan rundang-undangan bagi setiap 

warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.12 

Sedangkan menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala 

kegiatan penyalanan yang dilakukan oleh penyelenggaran pelayanan 

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik serta berdasarkan 

Peraturan Perundang-Undangan.13  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, dalam Pasal 4 penyelenggarakan pelayanan publik 

berasaskan: 

1. Kepentingan umum, 

2. Kepastian hukum, 

3. Kesamaan hak, 

4. Keseimbangan hak dan kewajiban, 

5. Keprofesionalan, 

6. Partisipatif, 

 
12 PUBLIK, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
13 Mahmudi, 2010, “Manajemen Kinerja Sektor Publik”, Edisi Kedua, Sekolah 

Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta 
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7. Permasaan perilaku/tidak deskriminasi, 

8. Keterbukaan, 

9. Akuntabilitas, 

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompak rentan, 

11. Ketepatan waktu, 

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.14 

Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat penting 

adalah administrasi kependudukan. Undang-undang Nomor 24 

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 1 

Ayat (1) menyatakan, Administrasi kependudukan adalah 

rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan 

dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan 

publik dan pembangunan sektor lain.15 Komponen standar 

pelayanan publik digunakan dalam Peraturan Bupati Kabupaten 

Pekalongan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Keputusan Kepala 

Disdukcapil. Selain itu digunakan dalam Kab. Pekalongan No. 

470/654 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Pekalongan yang sudah 

menjelaskan secara merinci. 

3.  Akibat Hukum 

Menurut Ridwan Halim, akibat hukum merupakan segala akibat 

yang terjadi dari segala tindakan hukum yang dilakukan oleh subyek 

hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan 

peristiwa-peristiwa tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri 

telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.16 Van Der Wel 

 
14  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
15 Negara et al., Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 

Kependudukan. 
16 Halim Ridwan, Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 1985). 
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menyebutkan 6 (enam) macam akibat suatu keputusan yang 

mengandung kekurangan, yaitu sebagai berikut:17 

a. Batal karena hukum. 

b. Kekurangan itu menjadi sebab atau menimbulkan kewajiban untuk 

membatalkan keputusan itu untuk sebagiannya atau seluruhnya. 

c. Kekurangan itu menyebabkan bahwa alat pemerintah yang lebih 

tinggi dan yang kompeten untuk menyetujui atau meneguhkannya, 

tidak sanggup memberikan persetujuan atau peneguhan itu. 

d. Kekurangan itu tidak mempengaruhi berlakunya keputusan. 

e. Karena kekurangan itu, keputusan yang bersangkutan dikonversi 

ke dalam keputusan lain. 

f. Hakim sipil (biasa) menganggap keputusan yang bersangkutan 

tidak mengikat. 

F. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan hasil penelurusan literatur, banyak ditemukan 

penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini baik dari 

skripsi, tesis, jurnal, dan penelitian non skripsi namun dengan fokus 

yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini: 

Tabel 1 1 

Penelitian Yang Relevan 

 

No Judul Tahun Kesimpulan Persaman dan Perbedaan 

1. Implementasi 

asas-asas 

umum 

pemerintahan 

yang baik 

pada 

pemerintahan 

Kabupaten 

Dompu18 

2021 AUPB di 

pemerintahan 

Kabupaten 

Dompu sudah 

berjalan 

dengan baik, 

tetapi factor 

penghambat 

dari AUPB di 

Persamaan penelitian ini 

terletak pada penerapan 

AUPB. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini pada factor 

penghambat AUPB. 

 
17 HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara (Depok: Rajawali Pers., 2020). 
18 Khalid Prawiranegara, “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu,” Jurnal Lex Renaissance 6, no. 3 

(2021): 591–604, https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11. 



 

 

9 

 

 
 

Kabupaten 

Dompu salah 

satunya SDM 

Pegawai 

Negeri Sipil 

yang masih 

rendah.   

2. Implementasi 

asas-asas 

umum 

pemerintahan 

yang baik 

melalui 

penggunaan 

sistem 

pelayanan 

rakyat 

Sidoarjo 

Pemerintahan 

Desa 

Kajeksan 

Kecamatan 

Tulangan 

Kabupaten 

Sidoarjo19 

2023 Asas 

pelayanan 

yang baik 

sudah berjalan 

dengan baik 

dengan 

adanya 

penggunaan 

Sistem 

Pelayanan 

Rakyat 

Sidoarjo 

(SIPRAJA). 

Namun ada 

beberapa hal 

yang harus 

diberbaiki dari 

penggunangan 

SIPRAJA. 

Persamaan penelitian ini 

terletak pada asas pelayanan 

yang baik. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini pada 

penggungan sistem 

pelayanan rakyat, dimana 

pada penelitian tersebut 

menggunakan aplikasi untuk 

memudahkan rakyat untuk 

mengurus surat-surat. 

3. Asas-asas 

umum 

pemerintahan 

yang baik 

dalam 

pelayanan 

publik20 

2019 Dalam 

pelaksaan 

pelayanan 

public AUPB 

dijadikan 

sebagai 

pedoman, 

Persamaan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui 

AUPB dalam pelayanan 

publik. Sementara perbedaan 

penelitian ini adanya 

menguraikan dampak hukum 

 
19 Lestari Mega Ayu, Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 

Melalui Penggunaan Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo Pada Pemerintahan Desa 

Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, 2016. 
20 Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan 

Publik,” Administrative Law and Governance Journal 2, no. 3 (2019): 541–57, 

https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557. 
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serta 

menjadikan 

pengetahuan 

antara 

kewajiban dan 

kewenangan 

sehingga tidak 

terjadi 

perselisihan 

antara 

penyelenggara 

pelayanan 

dengan 

penerima 

pelayanan. 

dari ketidaksesuian pelaksaan 

AUPB dengan realita. 

4. Penerapan 

asas-asas 

umum 

pmerintahan 

yang baik 

(AUPB) di 

pengadilan 

tata usaha 

negara 

(PTUN) tahun 

1991 sampai 

dengan tahun 

200021 

2019 AUPB 

dijadikan 

sebagai 

landasan 

untuk 

memeriksa 

dan 

memutuskan 

perkara dalam 

pengadilan 

tata usaha 

negara 

(PTUN).  
 

Persamaan penelitian ini 

adalah AUPB dijadikan 

sebagai pedoman dalam 

penyelenggaran 

pemerintahan. Sedangkan 

perbedaannya AUPB ini 

digunakan dalam peradilan 

tata usaha negara (PTUN) 

sebagai bahan pertimbangan 

hakim untuk memutuskan 

perkara. 

5. Kesesuaian 

asas umum 

pemerintahan 

yang baik 

untuk 

optimalisasi 

2023 Kehadiran 

AUPB sangat 

penting dalam 

pelayanan 

publik, karena 

berpengaruh 

pada 

Persamaan penelitian ini 

adalah AUPB dijadikan 

sebagai landasan dalam 

penyelenggaran pelayanan 

public. Perbedaan penelitian 

dilakukan oleh Soimin, dkk 

berfokus pada optimalisasi 

 
21 Sufriadi, “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Di 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) TAHUN 1991 Samapai Dengan Tahun 

2000,” Estuarine, Coastal and Shelf Science 2020, no. 1 (2019): 473–84. 
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pelayanan 

publik22 

penyelenggara

an pelayanan 

publik. 

Sehingga akan 

meningkatkan 

efesiensi 

birokrasi 

layanan 

umum.  

pelayanan publik. Sedangkan 

penelitian ini berfokus pada 

penyelenggaran pelayanan 

administrasi kependudukan. 

 

Kesimpulan dari beberapa yang penelitian relevan diatas 

yakni bahwasannya penelitian yang diteliti oleh penulis memiliki 

perbedaan fokus penelitian dengan penelitian terdahulu, dimana 

beberapa penelitian sebelumnya membahas tentang asas-asas umum 

pemerintahan yang baik (AUPB). Sementara penelitian ini penulis 

berfokus pada AUPB dalam pelayanan administrasi kependudukan.   

 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang 

menganalisis dan mengaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.23 

Artinya menganalisis penerapan hukum dalam kenyataannya yang 

ada di masyarakat, dan Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan yang menitik beratkan 

pada penerapan atau berlakunya asas-asas umum pemerintahan 

yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan pada dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Pekalongan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan di sini adalah 

pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan observasi 

langsung yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

 
22 Soimin Dkk, “Kesesuaian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk 

Optimalisasi Pelayanan Publik” 5, no. 2 (2023): 27–35. 
23 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, n.d. 
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tertulis ataupun lisan dari pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil serta mengamati asas-asas umum pemerintahan 

yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan pada dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil Kapubaten Pekalongan.24 

3. Lokasi Penelitian 

Pada pemilihan lokasi penelitian ini yaitu Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Jawa 

Tengah. Pengambilan lokasi penelitian hukum empris disesuaikan 

dengan judul serta permasalahan yang akan diteliti. Hal tersebut 

dikarenakan fokus penelitian pada pelayanan administrasi 

kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

kabupaten pekalongan yang masih ada permasalahan terkait 

AUPB. 

4. Sumber Data  

Sumber data dalam penyusunan penelitian ini, peneliti 

menggunakan sumber data primer dan data sekunder.  

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah sebuah data yang diambil 

secara langsung dalam penelitian serta menggunakan alat 

pengambilan data untuk dapat dikatakan sumber data pokok 

yang dibutuhkan25. Sumber data primer pada penelitian ini 

adalah pengambilan data dari wawancara dengan ibu Santi 

Kristiana, S.Sos, sebagai staf analisis ahli muda Dusdukcapil 

Kab. Pekalongan, Indah Muhayaroh, Cici Budiana, Muhammad 

Ihsan Firdaus, Bintang Mahesa Putra, Nismawati sebagai warga 

Kab. Pekalongan dan dokumentasi di intansi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.  

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber sekunder adalah sebuah data yang diperoleh dari 

data yang sudah ada, artinya gabungan dari beberapa pihak yang 

 
Chiristina Yulita Purbawati Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, 

Fauzi, Penjelasan Hukum Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, n.d. 
24 Abdulkadir Muhammad, “Hukum dan Penelitian Hukum” (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti,2004), Hal. 134 
25 Abuddin Nata, “Metodologi Studi Islam” (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hal. 

47 
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diolah pihak lain, serta sudah dipublikasikan.26 Dengan 

demikian sumber data sekunder mencakup dua bahan hukum 

yaitu: 

1) Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang 

paling penting, mencakup peraturan perundangan-undangan 

yakni: 

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik 

b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan 

c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan 

d) Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 13 

Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang 

bersifat penjelas dari bahan hukum primer seperti buku, 

artikel, jurnal, dan undang-undang, serta dokumentasi arsip 

yang mendukung. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Mendapatkan informasi peneliti menggunakan observasi dan 

wawancara. Adapun wawancara dilakukan secara informan kunci, 

meliputi pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pekalangon serta masyarakat pengguna layanan 

untuk menghasilkan informasi yang bersifat ekploratif serta 

mendalam27. Untuk mendapatkan data digunakan teknik 

dokumentasi studi literer, yaitu dengan cara mempelajari dan 

menelaah sumber data yang diperoleh sesuai dengan 

 
26 Arikunto Suharsimi, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, 

(Jakarta: Rikena Cipta, 2006), Hal. 85 
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, vol. 01, 2016. 
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permasalahan. Data-data tersebut yaitu buku-buku, arsip yang 

mendukung, jurnal ilmiah, media dan lain-lainnya. 

6. Teknik Analisis  

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang dipakai, teknik 

analisis bahan hukum merupakan teknik interaktif. Teknik 

interaktif meliputi mereduksi informasi, menyajikan informasi, 

serta menarik kesimpulan28, merupakan teori dari Mattew B Milles 

dan A Michael Huberman. Reduksi data merupakan 

pengkelompokan data yang sesuai dengan kebutuhan agar mudah 

mendapatkan informasi. Selanjutnya menyajikan data dilakukan 

untuk menggabungkan data informasi yang sudah direduksi dalam 

bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain. Selanjutnya menarik 

kesimpulan yang berdasarkan informasi yang diperoleh dari data. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, 

dengan setiap sub-babnya membahas secara detail mengenai 

penelitian ini, sehingga pembahasannya bersifat komprehensif. 

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini memuat hal-hal yang 

mecangkup tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian yang 

relevan, serta metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI, menjelaskan tentang asas-asas 

umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi 

kependudukan pada di Kabupaten Pekalongan. 

BAB III HASIL PENELITIAN, bab ini berfokus pada temuan 

di lapangan yang akan menjadi pembahasan pokok yaitu 

menampilkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam 

pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. 

BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN, bab ini akan 

menganalisis rumusan masalah mengenai asas-asas umum 

pemerintahan yang baik dalam pelayanan administrasi kependudukan 

 
28 Milles dan Huberman, “Analisis Data Kualitatif”, (Jakarta: Universitas 

Indonesia Press, 1992) 
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di Kabupaten Pekalongan. Serta akibat hukum tidak dilaksanakannya 

asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan 

administrasi kependudukan di Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pekalongan. 

BAB V PENUTUP, bagian ini menjelaskan mengenai 

kesimpulan yang menunjukan hasil akhir dari penilitian sesuai dengan 

rumusan masalah, tujuan masalah, serta analisis dari bab-bab 

sebelumnya. Sementara saran, menghimbau kepada para pembaca 

untuk memberikan informasi dan kegunaannya serta dapat 

ditingkatkan menjadi kajian penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik dalam 

pelayanan administrasi kependudukan di Kab. Pekalongan masih 

terdapat AUPB yang belum terlaksana yaitu asas kecermatan, 

dimana masih terjadi kesalahan dalam penulisan nama ibu pada 

akta kelahiran seorang anak. Hal ini berdampak pada pelayanan 

publik lainnya, karena data kependudukan yang valid merupakan 

dasar penting dalam pengambilan kebijakan dan pemberian akses 

terhadap pelayanan publik lainnya. Selanjutnya asas 

keterbukaan, belum diterapkan secara maksimal. Disdukcapil 

Kabupaten Pekalongan kurang memberikan informasi yang 

transparan kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak 

mengetahui aturan yang digunakan, dan bahasa yang digunakan 

dalam pelayanan dinilai kurang mudah dipahami oleh 

masyarakat awam. Lalu asas pelayanan yang baik, Disdukcapil 

Kabupaten Pekalongan di nilai masih kurang dalam memberikan 

pelayanan yang responsif dan ramah kepada masyarakat. Petugas 

pelayanan kurang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta 

menunjukkan sikap yang tidak bersahabat, yang berdampak pada 

kenyamanan masyarakat dalam menerima layanan 

Akibat hukum tidak dilaksanakannya AUPB dalam 

pelayanan administrasi kependudukan di Kab. Pekalongan, pada 

asas kecermatan, ketidakakuratan data, seperti kesalahan nama, 

menghilangkan kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan 

kekacauan karena terkait langsung dengan NIK dalam berbagai 

urusan administratif. Selanjutnya asas keterbukaan yang masih 

kurangnya informasi dan transparansi pelayanan menimbulkan 

ketidakpercayaan serta menyulitkan masyarakat memahami hak 

dan prosedur yang ada. Lalu akibat hukum tidak dilaksanakannya 

asas pelayanan yang baik akan menurunkan kepercayaan 

masyarakat kepada petugas Disdukcapil Kab. Pekalongan serta 



 

 

63 

 

 
 

ketidakpuasan dan ketidaknyamanan pelayanan yang menjadi 

hak masyarakat. 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan 

adalah:  

1. Pimpinan Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kab. 

Pekalongan dapat memberikan bimbingan teknik kepada 

petugas agar tidak terjadi kesalahan pada hasil adminduk yang 

diterbitkan. 

2. Melakukan evaluasi kerja serta mengoptimalkan penggunaan 

media sosial Disdukcapil Kab. Pekalongan.  

3. Memperbaiki informasi yang agar lebih, baik di web site 

maupun di papan informasi. 

4. Meningkatkan responsive dan keramahan petugas kepada 

penerima layanan. 
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